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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam

tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

melawan

TERMOHON Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 September 2012 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor: 0508/Pdt.G/2012/
PA.DP., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/

alasan sebagai berikut :

1 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu sebagaimana ternyata dari Kutipan
Akta Nikah Nomor : I/I/IX/2012 tanggal 04 September 2012;

2 Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua
Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai

dua orang orang anak (kembar) bernama :
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1. Anak Pertama

2. Anak Kedua

3 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun setelah hidup
bersama selama 3 bulan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai
tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan orang tua Pemohon dan
Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

4 Bahwa pada awal tahun 2009, Pemohon minta izin kepada Termohon untuk
melanjutkan kuliah di Mataram, dan Termohon menyetujuinya;

5 Bahwa, setelah 3 bulan Termohon melahirkan anak kembar tersebut di atas, malah
Termohon pergi menjadi TKW ke Saudi Arabia tanpa sepengetahuan Pemohon, sejak
itu pula Termohon tidak diketahui kabar dan beritanya sampai sekarang;

6 Bahwa pihak keluarga telah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon
namun tidak berhasil;

7 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar

talak terhadap Termohon (TERMOHON);

3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;
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Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri,
sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil
dengan resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan
yang sah dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan
rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan

membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar

tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti
surat berupa :

a. Surat Keterangan Domisili Nomor : Pem/141/684/C.J/2012, atas nama Pemohon yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu
tanggal 03 September 2012. Telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda ( Bukti P.1)

b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu Nomor: I/I/IX/2012
Tanggal 04 September 2012. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan
ternyata cocok dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda (bukti P.2) ;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah
menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-
masing mengaku bernama :

SaksiI:

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang

secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk

mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga;
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- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua
Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering
bertengkar sejak anak kembar Pemohon dan Termohon berusia 3 bulan, Termohon
pergi menjadi TKW ke Arab Saudi tanpa sepengetahuan Pemohon dan orang tua
Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi
tidak berhasil,

- Bahwa hingga saat ini sudah 3 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Saksi II:

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang

secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk

mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua
Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak (kembar);

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering
bertengkar sejak anak kembar Pemohon dan Termohon berusia 3 bulan yang
disebabkan Termohon pergi menjadi TKW ke Arab Saudi tanpa sepengetahuan
Pemohon dan orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon
dan Termohon;

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi
tidak berhasil.

- Bahwa hingga saat ini sudah 3 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
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Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak

keberatan;
Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat
putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;
Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-

hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti

diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan
sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang
domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, maka
dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) hurup (a) dan Pasal 66 ayat (2)
Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi,
meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak
dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan
memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan
Termohon, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma
Nomor 1 Tahun 2008 jo.pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 142,

143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang
dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon

dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan
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lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon  patut

diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang
menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon
adalah orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan
Termohon, selain itu sejak anak kembar Pemohon dan Termohon berusia 3 bulan

Termohon pergi menjadi TKW ke Arab Saudi tanpa sepengetahuan Pemohon;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi
sejak 3 bulan lalu dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah

orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan

mengingat Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah,
maka majelis berpendapat bahwa dalil dalil permohonan Pemohon tersebut dapat

dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dan juga
sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon
dan Termohon ( Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan

Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah
identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan
jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling
melindungi, maka dengan ditemukannya fakta Termohon pergi meninggalkan Pemohon
dan sekarang tidak diketahui alamtnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik

Indonesia; menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi
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saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri
yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh
Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon yang dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, diperkuat
dengan keterangan para saksi [ yang pada intinya menjelaskan bahwa antara Pemohon
dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak anak kembar Pemohon dan
Termohon berusia 3 bulan (kurang lebih tahun 2009) demikian juga saksi II Pemohon
yang menjelaskan perihal yang sama, sementara majelis juga telah berupaya menasehati
Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon terutama tetap
bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan dalam kesimpulan akhir Pemohon tetap
bertahan pada permohonannya, yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi
berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, dan Termohon pergi meninggalkan
Pemohon dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik
Indonesia ; maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan dan atau menemukan fakta
bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga

yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah
terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan
keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab
perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah orang tua termohon selalu ikut
campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon pergi menjadi TKW tanpa
sepengetahuan Pemohon dan, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab

perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti

bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi
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rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan

bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak ( broken marriage )
sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat
Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan sumai
isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan
saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk
meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak
berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka
perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah

tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al

Qur'an surat Al Bagarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesunguhnya Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis
juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan
telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan
karena telah dapat memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7

Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
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Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang
meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan
Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 R.Bg.,
maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir

dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli figih

dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz IT hal. 405 yang berbunyi :

o 32 pllb 5¢8 s pld praluwall PS> yo LS Gl (585 o
Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak

menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sudah beralasan hukum
maka Majelis akan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain memberikan izin
kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan

sidang Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89
ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada

Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Uundang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara

ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap

di persidangan, tidak hadir;
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2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Dompu, pada hari Kamis tanggal 10 Januari
2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1434 H. oleh MUHAMMAD JAMIL,
S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta HARIFA, S.EI. dan MOH. LUTHFI AMIN,
S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta
USMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran
Termohon.

Ketua Majelis

MUHAMMAD JAMIL, S.Ag.

Hakim Anggota Hakim Anggota

HARIFA, S.EL. MOH. LUTHFI AMIN, S.HI.

Panitera Pengganti

USMAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran  : Rp. 30.000,-
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2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 210.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai :Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.301.000,-
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